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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas unus testis nullus testis dan testimonium de auditu
dalam penilaian keterangan saksi atas tindak pidana asusila melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 193
PK/Pid.Sus/2010 dan Nomor 691 K/Pid/2012. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sumber
data utamanya berupa data sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Analisis data
menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan menggunakan metode
deduktif. Permasalahan dalam penelitian ini yang pertama adalah sebagaimana di dalam Pasal 185 ayat (2)
KUHAP disebutkan “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa
bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya” atau dikenal dengan asas unus testis nullus testis,
tetapi ketentuan Pasal 185 ayat (2) tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya
(Pasal 185 ayat (3) KUHAP). permasalahan berikutnya adalah sebagaimana disebutkan dalam penjelasan
Pasal 185 ayat (1) KUHAP “dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang
lain” yang dikenal dengan asas testimonium de auditu. Dengan demikian saksi tunggal dan saksi de auditu
secara yuridis tidak diperbolehkan memberikan keterangan di pengadilan. Dari hasil penelitian dapat diambil
kesimpulan bahwa ada pengecualian tentang penerapan kedua asas tersebut diatas dalam tindak pidana
asusila. Alasannya karena tindak pidana asusila kerap terjadi diluar penglihatan pihak lain yang melihat secara
langsung terjadinya tindak pidana, sehingga saksi yang mengalami sendiri terjadinya tindak pidana adalah
hanya saksi korban (saksi tunggal). Keadaan tersebut menjadikan hakim menerima saksi tunggal untuk
mendapatkan keterangan setidaknya dapat membuktikan salah satu unsur dakwaan jaksa. Tidak ada alat bukti
lain menjadikan hakim harus mengambil tindakan untuk menerima saksi de auditu sehingga dapat
menemukan alat bukti petunjuk sebagai alat bukti baru, dengan demikian pengecualian terhadap asas unus
testis nullus testis dapat terpenuhi.

Kata kunci: unus testis nullus testis, testimonium de auditu, tindak pidana asusila.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Hukum diciptakan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan sebagai prinsip
perlindungan terhadap masyarakat. Hukum yang menentukan tentang perbuatan
pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi si pelanggarnya (substansi hukum
pidana).! Hukum juga yang melaksanakan substansi hukum pidana (hukum acara
pidana). 2 Proses beracara dalam hukum acara pidana telah diatur sebagai acuan bagi
para penegak hukum untuk mendapatkan keputusan yang adil.

Hukum distrukturisasi oleh prinsip-prinsip keadilan dan kewajaran yang
terpadu, dan meminta penegak hukum untuk menegakkan, menyelesaikan kasus yang
baru dan sebelumnya.’ Pada hakekatnya hakim wajib memberikan putusan yang
seadil-adilnya demi kepentingan masyarakat juga demi terwujudnya kepastian
hukum.* Keadilan adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh para penegak hukum.

Satu diantara penegak hukum tersebut adalah hakim yang mempunyai kedudukan

bebas dan mutlak.’

; B;)ambang Poernomo, 1994, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, him.21
Ibid.

* Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2008 Teori hukum, PT. Refika Aditama, Bandung, him
93. ’ -

* Sudarsono,1995, Pengantar llmu Hukum, Rineka Cipta,Jakarta, hlm. 14
5 A : & e ke
Ibid, him, 10.



Di dalam Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
1981 Tentang Hukum Acara Pidana disebutkan “Mahkamah Agung berwenang
mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi”. Berhubungan dengan itu
di dalam Pasal 244 disebutkan “terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan
permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.
Walaupun dalam pasal 244 KUHAP tersebut diatas tidak dapat dimintakan kasasi
terhadap putusan bebas tetapi berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum keadilan
dan kebenaran, putusan bebas dapat dimintakan kasasi.?

Pada putusan MA No. 193 PK/Pid. Sus/2010 dan Putusan MA No. 691
K/Pid/2012 masing-masing adalah putusan bebas, tetapi pada akhirnya terdakwa dan
penuntut umum melakukan upaya hukum kasasi bahkan sampai peninjauan kembali.

Proses beracara dalam pemeriksaan suatu perkara pidana di Indonesia
ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana (KUHAP). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah
hukum yang telah dikodifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses
pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada upaya hukum kasasi di Mahkamah
Agung, bahkan sampai meliputi peninjauan kembali (herziening) oleh terdakwa.*

Hukum acara pidana disebut juga dengan hukum pidana formil yang mengatur

3 : .
Nurdin Romli, 2012, Modul Materi PLKH Hukum A ;
Palemabang, him. 50. ukum Acara Pidana, Lab FH UNSRI

4 Andi Hamzah, 2002, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, him. 3.



bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan
menjatuhkan pidana.5

Pada umumnya tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan
menemukan kebenaran materil.® Demikian juga disebutkan dalam penjelasan
pedoman pelaksanaan KUHAP, tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan
mendapatkan setidak-tidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang
selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-
ketentuan acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah
pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya
meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti
bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan ini
dapat dipersalahkan.’

Dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan tentunya tidak lepas dari
tahap pembuktian. Pembuktian merupakan salah satu proses yang memegang peranan
penting dalam tahap pemeriksaan di pengadilan.® Masalah pembuktian adalah
merupakan masalah yang paling pelik (ingewikkeld) dan justru masalah pembuktian

menempati titik sentral dalam hukum hukum acara pidana.’

b 1 * Andi Hamzah, 1984, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Gfafika, Jakarta,
m. 15.

¢ Ibid. hlm. 18.
7 Andi Hamzah, Op. Cit.

8
M. Yahya Harahap, 2003, Pembahasan Permasalahan da P i
P L n Penerapan KUHAP, Sinar

9 .
Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanase dan Ruben Achmad, 2009, H ;
Angkasa, Bandung, him. 185. > >, Hukum Acara Pidana,



Prinsip minimum pembuktian diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan
pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti
yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi
dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Atas dasar ketentuan pasal
183 KUHAP tersebut maka dapat diartikan bahwa dalam hal pembuktian harus
dilakukan penelitian untuk meneliti apakah sudah lengkap alat bukti sebagaimana
ditetapkan dalam undang-undang, sehingga hakim dapat meyakinkan dirinya menilai
tingkat hukuman yang akan diberikan atas kesalahan terdakwa.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan
pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan
yang didakwakan kepada terdakwa.'® Pembuktian juga merupakan ketentuan yang
mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan
hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.!!

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu
perbuatan, dimana dengan alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan
pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak
pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.'> Di dalam Pasal 184 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, jenis alat bukti yang sah pada

sistem peradilan pidana adalah : P il N

' M. Yahya Harahap. Op. Cit. [ T ™Y
" 1bid. ;

* Hary Sasangka dan Lily Rosita, Op. Cit. him. 11.




1. Keterangan saksi;

2. Keterangan ahli;

3. Surat;

4. Petunjuk;

5. Keterangan terdakwa.

Melalui pembuktian ditentukan status terdakwa. Apabila tidak sesuai dengan
alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan, sebaliknya apabila
kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman'?
dengan tidak adanya alasan pembenar, alasan pemaaf dan alasan yang menghapuskan
penuntutan:l4
Oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat dan sempurna menilai dan

mempertimbangkan nilai pembuktian, meneliti sampai dimana batas minimum

kekuatan pembuktian atau (bewijs kracht) dari setiap alat bukti yang disebut dalam

Pasal 184 KUHAP."

'>'M Yahya Harahap. /bid.

' 1. Alasan pembenar (rechtsvaardinging) bersifat mengahapuskan sifat melawan hukum
yang di dalam KUHP dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Karena sifat melawan hukumnya
dihapuskan, maka perbuatan yang semula dihapuskan itu dapat dibenarkan, dengan demikian
pelakunya tidak dipidana.

2. Alasan pemaaf (schulduitsluitingsgronden) penghapusan sifat kesalahan terdakwa meskipun
merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi tidak dipidana.

3. Alas.an .penghapusan tuntutan (onvervolgbaarheid) yaitu pernyatan tidak menuntut karena tidak
dapat diterima oleh penuntut umum yang disebabkan konflik kepentingan dengan lebih mengutamakan

pemanfaatannya untuk tidak menuntut. Lihat Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pi =
Jakarta, him.127 tyo, 2011, Hukum Pidana, Rajawali Pers,

' M. Yahya Harahap, Ibid.



Hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang
mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut
dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta
kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuk’tian.16

Pasal 1 ayat (1) KUHP disebutkan “suatu perbuatan tidak dapat dipidana
kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah
ada”. Pasal tersebut adalah menjadi patokan utama yang mempunyai sifat umum
adagium didalam ilmu hukum pidana, termasuk dalam proses hukum acara pidana
yang mencakup sistem pembuktian yang dicantum dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP)."”

Maka dari pernyataan pasal tersebut diatas, sumber hukum pembuktian
dalam Hukum Acara Pidana adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi apabila dalam praktek menemui kesulitan
dalam penerapannya atau menjumpai kekurangan atau untuk memenuhi kebutuhan,
maka dipergunakan doktrin atau yurisprudensi.'®

Bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, dapat
berupa keterangan nyata, saksi dan tanda.'® Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan

kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan.?’ KUHAP tidak menjelaskan tentang

16 .
Hary Sasangka dan Lily Rosita, 2003, Hukum Pembuktian Dal .
Mandar Ma;'u, Bandung, him. 10, uktian Dalam Perkara Pidana,
1

s l?;;bang Poernomo, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, him.68

19 . .
0 Sudz}rsono, 2002, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, him. 60.
Andi Hamzah, 1986, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, him. 99.



apa itu bukti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukti adalah sesuatu yang
menyatakan kebenaran suatu pe:ristiwa.21

Sebagaimana telah disebutkan terdahulu, Pasal 184 KUHAP telah
menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Keterangan
saksi pada umumnya adalah alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana.22

Di dalam Pasal 185 ayat (2) disebutkan bahwa “keterangan seoarang saksi
saja tidak cukup untuk membu ktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan
yang didakwakan kepadanya”, tetapi hal ini tidak berlaku jika disertai dengan alat
bukti yang sah lainnya.”? Maka dari itu keterangan seorang saksi saja baru dinilai
sebagai suatu alat bukti harus ditambah atau dicukupi dengan alat bukti lain sehingga
terpenuhi prinsip minimum pembuktian.

Pembuktian dalam hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 185
KUHAP tersebut di atas menetapkan tidak ada nilai pembuktian atas satu saja alat
bukti saksi, dalam hubungan ini dikenal asas yang yang dimuat dalam pepatah
romawi sebagai unus testis nullus testis atau dalam bahasa belanda disebut een
getuige is geen getuige.”* Hal tersebut berarti apabila alat bukti yang dikemukakan
penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan alat bukti
lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan

terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

21
Departemen Pendidikan Nasional, 2007, Kamus Besar Bah
T sar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,

2 M. Yahya Harahap, Op. Cit., him. 286.

?bn‘sion Sabuan, Syarifuddin Pettanase dan Ruben Achmad, Op. Cit., him. 192.
i



Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian (the degree of evidence)
agar keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian perlu diperhatikan beberapa
pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi sebagaimana dijelaskan
dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu:

1. Apa yang saksi lihat sendiri;

2. Apa yang saksi dengar sendiri;

3. Apa yang saksi alami sendiri; serta

4. Menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Dalam proses pembuktian keterangan saksi yang bukan berdasarkan apa
yang dilihat sendiri, yang didengar sendiri, yang dialami sendiri serta menyebut
alasan dari pengetahuannya tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti.?> Itu berarti
keterangan yang disampaikan di Pengadilan yang diperoleh sebagai hasil
pendengaran dari orang lain tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti (festimonium de
auditu).26

Apabila dilihat dari ketentuan pasal 185 ayat (5) KUHAP disebutkan bahwa
“baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan
merupakan keterangan saksi”. Hal ini didukung dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1)

KUHAP dikatakan bahwa “dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang

2> M. Yahya Harahap, Op. Ci,
% Ibid,




diperoleh dari orang lain atau yang dikenal dengan istilah testimonium de auditu atau

dikenal dalam istilah hersay evidence”.”’

Melalui penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang mengatakan kesaksian
de auditu tidak diperkenankan sebagai alat bukti, maka hal itu akan sesuai dengan
tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materil dan juga sebagai
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Keterangan seorang saksi yang hanya
mendengar dari orang lain tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian de auditu
atau hearsey evidence patut tidak dipakai di Indonesia pula.28

Dengan demikian patutlah kesaksian de auditu tersebut tidak diperkenankan
untuk memberikan keterangan dalam persidangan sebagai saksi, namun mengingat
sumber-sumber hukum yang ada selain ketentuan undang-undang yaitu yurisprudensi,
pada kenyataannya yurisprudensi Indonesia ada yang menerima kesaksian de auditu
dan akhirnya mempertimbangkan hadirnya saksi de auditru walaupun tidak
mempunyai nilai sebagai alat bukti yang ternyata perlu sebagai pertimbangan
memperkuat dua alat bukti lainnya.?

Sebagai contoh kasus yang mana telah mengendalikan asas unus testis nullus
testis dan festimonium de auditu, pada tahun 2009 Mahkamah Agung memutus

perkara tindak pidana asusila pada tingkat kasasi No. 272 K/Pid.Sus/2009 atas nama

27 .
Andi Hamzah, 1984, Pengantar Hukum Acara Pid Ind, i i i
e Bl ana Indonesia, Ghalia Indonesia,

28 ;
Andi Hamzah, 2002, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafik:
» Andi Hamzah, ibid, > ika, Jakarta, him. 260.
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terdakwa Jeffri Oloandika Silalahi Bin Jarasmin Silalahi dengan menjatuhkan
hukuman satu (1) tahun enam (6) bulan penjara kepada terdakwa .

Sebelumnya melalui putusan Pengadilan Negeri Kendal No.
234/Pid.B/2008/PN.KDL Jeffri Oloandika Silalahi diputus bebas dari segala
dakwaan. Dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi atas kasus tersebut, saksi yang
dihadirkan adalah atas nama Farida Lumban Raja (saksi korban), kemudian saksi-
saksi lain yaitu Amintas Lumban Raja Bin D. Lumban Raja, Anis Sirait Binti Ahiya
Sirait, Dyah Ariiani Pudji Lestari Binti Soedjadi dan Ucok Sabar Lumban Raja Bin
Amintas Lumban Raja adalah saksi-saksi yang menerangkan bahwa terdakwa
mengakui pernah besetubuh dengan saksi korban Farida Lumban Raja, terdakwa juga
mengaku akan bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, tetapi pernyataan atas
pernyataan tersebut terdakwa mungkir, dan mengatakan bahwa pernyataan tersebut
tidak pernah dikatakan terdakwa kepada siapapun.3 !

Keterangan saksi-saksi tersebut diatas adalah saksi sebagai keterangan yang
didengar dari orang lain (festimonium de auditu), dengan demikian keterangan yag
sesungguhnya dapat dipertimbangkan adalah hanya berasal dari satu saksi yaitu saksi
korban atas nama Farida Lumban Raja yang secara yurisdis tidak berkapasitas
sebagai saksi yang tidak mempunyai nilai pembuktian karena hanya berdasarkan satu

orang saksi, maka sesuai dengan asas hukum yang disebut dalam isitilah unus festis

nullus testis.

**http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/baf8d9fodf3
. : : .20. ec192d3cbal8b1 fi
diakses pada 06 Desember 2012, Pukul 01.30 WIB —

3 Ibid
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Terdakwa sebagai pemohon mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah
Agung,*? dengan mengajukan alasan yang salah satunya adalah perihal kesaksian
yang diberikan oleh saksi korban yang tidak berkapasitas sebagai saksi sesuai asas
unus testis nullus testis, dan juga perihal keterangan oleh para saksi lainnya yang
tidak mempunyai nilai pembuktian karena harus menerangkan peristiwa pidana yang
ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari
pengetahuannya itu. Mahkamah Agung Melalui putusan No. 193 PK/Pid.Sus/2012
tetap berpendapat bahwa keputusan sebagaimana telah ditetapkan dalam No.
272K/Pid.Sus/2009 tetap berlaku dan menyatakan menolak permohonan peninjauan
kembali oleh pemohon yaitu terdakwa.>

Contoh lainnya sebagai contoh kasus tuduhan sebagai guru yang melakukan
perbuatan cabul atas nama terdakwa Krisna Kumar Tolaram Gangtani alias Anand
Khrisna. Pada tanggal 24 juli 2012, Mahkamah Agung memutuskan menghukum
terdakwa 2 (dua) tahun 6 (enam) penjara karena telah terbukti berbuat asusila dengan
tuduhan melakukan perbuatan cabul terhadap korban Tara Pradipta Laksmi.>*

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus tersebut
mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
dan Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan terdakwa bebas dari tuduhan atas

alasan tidak ada bukti yang kuat termasuk saksi yang melihat terj adinya tindak pidana

32ht’tpss//putusan.mahkamahagung.fzo.id/putusan/downloadndf/49ac944f724f220245ecb6442
f4985ad/p(§§'+test|mo diakses pada 06 Desember 2012, Pukul 01.30 WIB
1bid.

. 3 http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/ 12/08/03/m864nz-majelis-kasasi-ma-
ganjar-anand-krishna-25-tahun-penjara diakses pada 29 November 2012 pukul 00.20 WIB.
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tersebut. Saksi korban atas nama Tara Pradipta Laksmi sendiri yang disebut sebagai
saksi pelapor, sedangkan saksi-saksi lainnya tidak mengakui melihat secara langsung
perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa.>

Pada tanggal 24 Juli 2012 Mahkamah Agung menetapkan melalui Putusan
Nomor 691 K/Pid/2012 atas nama terdakwa Krisna Kumar Tolaram Gangtani alias
Anand Krishna bersalah dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa 2 (dua) tahun 6
(enam) bulan penjara. Mahkamah Agung berpendapat tidak pedulinya Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat terhadap fakta
hukum yang tertuang dalam tuntutan pidana sebagaimana dapat dilihat Judex Facti
Nomor 20/Pid/2006/PT.Bdg tanggal 21 April 2006. MA berpendapat PT Jawa Barat
tidak menyinggung tuntutan pidana yang seharusnya didakwakan kepada terdakwa,
dengan demikian cukup beralasan bagi MA untuk menganulir putusan PN Jakarta
Selatan dan PT Jawa Barat tersebut.*®

Contoh diatas jelas menunjukkan bahwa asas wnus testis nullus testis
dikendalikan. Hal ini menunjukkan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.
Mengingat prinsip-prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana sebagaimana
dalam Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) harusnya putusan Mahkamah Agung tersebut
tidak terjadi.

Melihat dua contoh diatas jelas menunjukkan bahwa asas unus testis nullus

testis dan asas testimonium de auditu dikendalikan. Hal tersebut menujukkan hukum

3 1bid,
% Ibid.
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tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa saksi
Farida Lumban Raja sebagai saksi korban adalah benar tidak berkapasitas sebagai
saksi, maka dengan demikian seyogyanya berlaku asas unus testis nullus testis.

Demikian juga keterangan atas kesaksian de auditu yang seharusnya tidak
diperkenankan sebagai alat bukti nyatanya dipertimbangkan oleh hakim. Jelas
keterangan saksi Amintas Lumban Raja, Anis Sirait, Dyah Ariiani Pudji Lestari dan
Ucok Sabar Lumban Raja yang kenyatanya tidak melihat secara langsung
(testimonium de audity) akhirnya dipetimbangkan oleh hakim dan menyatkan
terdakwa bersalah.

Sama halnya dalam Putusan Mahkamah Agung atas nama terdakwa Anand
Krishna, saksi yang melihat dan mengalami sendiri terjadinya adalah hanya saksi
pelapor atas nama Tara Paradipta Laksmi, sedangkan saksi lainnya tidak mengakui
pernah melihat secara langsung bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan
terhadap korban. Maka dalam hal ini seharusnya berlaku asas unus testis nullus testis.

Dari kedua contoh diatas jelas asas testimonium de auditu yang tercantum
dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dan asas unus testis nullus testis yang
tercantum dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP tersebut menjadi masalah yang patut
dibahas keberlakuannya.

Uraian latar belakang di atas adalah bukti nyata yang patut dibahas atas
penerapan asas unus testis nullus testis dan testimonium de auditu sebagai bagian dari
hukum di Indonesia. Bagaimana tidak sesuai Pasal 185 ayat (2) KUHAP, satu orang

saksi mestinya tidak diterima sebagai alat bukti karena tidak mempunyai nilai
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pembuktian (unus testis nullus testis). Demikian juga dalam penjelasan Pasal 185 ayat
(1) KUHAP disebutkan dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang
diperoleh dari orang lain (festimonium de audituy) namun nyatanya hakim tetap
menerimanya dalam pemeriksaan di pengadilan untuk dapat memberikan petunjuk
yang dinilai dapat membuktikan seorang terdakwa benar telah bersalah.

Melalui uraian latar belakang tersebut maka penulis berkeinginan meneliti
dalam bentuk skripsi yang berjudul “PENERAPAN ASAS UNUS TESTIS
NULLUS TESTIS DAN TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG ATAS TINDAK PIDANA ASUSILA (STUDI

PUTUSAN MA NO. 193 PK/PID.SUS/2010 DAN NO. 691 K/PID/2012)”.

B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan
dalam penelitian ini adalah: |
1. Bagaimana penerapan prinsip pembuktian atas asas wnus testis nullus testis
dan festimonium de auditu dalam putusan Mahkamah Agung nomor 193
PK/Pid.Sus/2010 dan nomor 691 K/Pid/2012?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung untuk
menerima ataupun tidak menerima satu orang saksi dan saksi de audiru di

persidangan?
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C. TUJUAN PENELITIAN
Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah :
1. Untuk mengetahui penerapan asas unus testis nullus testis dan testimonium de
auditu terhadap putusan hakim dalam sistem pembuktian di persidangan.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk
menerima atau tidak menerima satu orang saksi dan saksi de auditu

dihadirkan di persidangan.

D. MANFAAT PENELITIAN
1. Manfaat praktis.

a. Memberikan manfaat untuk lebih memahami prinsip pembuktian atas
penerapan asas unus lestis nullus testis dan testimonium de auditu di
persidangan.

b. Dapat mengetahui alasan-alasan yang menjadi dasar keyakinan hakim
menerima atau tidak menerima satu orang saksi dan saksi de auditu di
persidangan.

2. Manfaat teoritis.
a. Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para

pembaca untuk dapat memahami penerapan asas unus festis nullus testis

dan testimonium de auditu di persidangan.
b. Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para

pembaca untuk memahami apa yang menjadi dasar keyakinan hakim
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untuk menerima atau tidak menerima satu saksi dan saksi de auditu di

persidangan.

E. KERANGKA TEORI

Dalam hukum acara pidana yang disusun didalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah ditetapkan prosedur-prosedur dalam setiap
tahap pemeriksaan di Pengadilan, baik pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri,
Pengadilan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi dan tingkat kasasi di Mahkamah
Agung.

Setiap institusi Pengadilan dipegang oleh hakim yang mempunyai kekuasaan
penuh dan merdeka. Demikian disebutkan dalam Pasal 24 dan 25 Undang-Undang
Dasar 1945 “kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas
dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu harus diadakan
Jjaminan dalam undang-undang tentang kedudukannya para hakim”. Undang-Undang
kekusaan kehakiman terbaru yang sah adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009, yang secara khusus menjadi patokan para hakim dalam menjalankan tugasnya.

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal
beberapa teori pembuktian. Ada 4 (empat) teori dalam sistem pembuktian:’’

1. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (convection in time).

2. Sitem pembuktian oleh hakim dengan alasan yang logis (conviction rasionee).

37
M. Yahya Harahap, 2003, Pembahasan Permasalahan dan P i
diestils, Yikarts Wit 5. an Penerapan KUHAP, Sinar
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3. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief wettelijk
stelsel).

4. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijk
stelsel).

Beberapa literatur menyatakan bahwa sistem pembuktian yang dianut
Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah
sistem pembuktian negatif, yaitu pembuktian yang bukan hanya berdasarkan alat
bukti yang sah menurut undang-undang, akan tetapi mendasar pula pada keyakinan
hakim.®® Namun demikian, yang dominan dalam pertimbangan putusan adalah
penilaian hakim tanpa menguji dan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan
dengan alat bukti yang sah.®

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sebagaimana
ditetapkan dalam Pasal 184 KUHAP menjadi jaminan dapat dilakukannya tahap
pembuktian. Alat bukti dengan satu orang saksi bukanlah saksi (unus testis nullus
lestis), keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa
(Pasal 184 ayat (2) KUHAP).

Keterangan saksi ialah apa yang ia lihat sendiri, ia alami sendiri dan ia

dengar sendiri dan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Apabia keterangan saksi

38 .
Wal : . : _
— aluyadi, 2009, Kejahatan Pengadilan dan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung,

% M. Yahya Harahap. Op. Cit. him. 281.
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tidak sesuai dengan hal tersebut maka keterangan tersebut bukan merupakan

keterangan saksi sehingga tidak ada nilai pembuktiannya (testimonium de auditu).

F. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum
normatif.*® Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepkan
sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books)
atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan
berperilaku manusia yang dianggap pantas.*' Satu diantara jenis penelitian
hukum normatif adalah penelitian terhadap asas-asas hukum*? sebagai pokok
yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Tipe Penelitian.
Tipe Penelitian ini bersifat deskriptif® yaitu penelitian yang

dimaksudkan untuk mengukur secara tepat sifat-sifat tertentu®, fenomena atau

** Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Peneletian hukum. Rajawali Pers
Jakarta, him. 118 ’

! Ibid,
a5 Bambang Sunggono, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, him.

“ Ibid.
“ Amiruddin dan Zainal Asikin, Op Cit. him.25

41.
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suatu keajadian-kejadian dalam masyarakat tertentu sesuai dengan fakta yang
terjadi yang kemudian dihubungkan dengan data yang lain.

Penelitian ini bermaksud memberi gambaran yang tepat dalam suatu
gejala dan pokok perhatiannya adalah pengukuran yang cermat dari satu
variabel.* Penulis akan menggambarkan tentang prinsip pembuktian dalam
hukum acara pidana dengan penerapan asas unus testis nullus testis dan
testimonium de auditu. Penulis juga akan menjelaskan kedudukan kedua asas
tersebut apakah bisa dikendalikan atau tidak menurut kondisi sebagaimana
dilakukannya pembuktian dalam sistem beracara di pengadilan.

3. Jenis dan bahan hukum.

Jenis dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah
a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang
terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian.
Jenis undang-undang yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Jjo Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1970 Tentang kekuasaan kehakiman;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

5 Ibid, him. 26
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6. Undang-Udang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;
7. Putusan Mahkamah Agung.
b. Bahan hukum sekunder.
Bahan hukum sekunder bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-
hasil penelitian atau pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan objek
penelitian,”® seperti pendapat para pakar hukum, yurisprudensi dan
putusan hakim.
c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,*’
contohnya kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia,
indeks kumulatif dan seterusnya.
4. Teknik pengumpulan bahan hukum.
Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan
(library research), yaitu dengan cara mengutip dari berbagai literatur,
perundang-undangan, karya ilmiah yang diperoleh dari media cetak maupun

media elektronik yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam

skripsi ini.

:j Amiruddin dan Zainal Askin, Op. cit., him. 32. " \
Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, 2010, Peneletian Hukum Normatif, Rajawali Pers," )

Jakarta, hlm. 41. =c }
v"j f x/
7 B :-;/
« /
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5. Teknik analisis dan penarikan kesimpulan.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan
menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu bentuk analisis data
yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh, serta menghubungkan
satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan“.

Penarikan kesimpulan dalam permasalahan penelitian dalam skripsi ini
menggunakan metode deduktif* yang merupakan penarikan kesimpulan
berdasarkan penjelasan dari hasil proposisi-proposisi secara khusus dan

berakhir dengan kesimpulan yang umum.

** Bambang Sunggono, Op. Cit., him.129.

“ Metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proposisi khu
yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang umum. Lill)lat Bamb:r\lJs
Sunggono, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, him. 42 ®
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